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The evidence of the accused or the suspect is guilty or not depends on the 
evidence that has been used to commit a felony or misdemeanor. To protect and 
ensure the integrity of the evidence the law had arranged this, as in the case of 
narcotic crime. In obtaining evidence, the investigator must also consider the 
applicable procedures so that no arbitrariness by the investigator to conduct 
seizure of evidence. This research uses empirical juridical approach using interview 
techniques in collecting the data. This research is included in the description research. 
Based on the results of research and discussion that has been done can be concluded that 
the Surakarta Police investigators in performing seizure of evidence tend to use 
foreclosures techniques in urgent circumstances, because of the characteristic of the 
crime of drug evidence that easily destroyed or hidden by the suspect. Evidence seized 
narcotic crime by Surakarta Police Departement investigators also proving effective at 
this stage. 
 




Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti 
yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk 
melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang-
undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Dalam 
mendapatkan barang bukti, penyidik juga harus memperhatikan prosedur yang 
berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam 
melakukan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara dalam 
mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penyidik Polresta Surakarta dalam melakukan penyitaan 
barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, 
karena sifat barang bukti tindak pidana narkotika yang mudah dimusnahkan atau 
disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkotika yang disita 
oleh penyidik Polresta Surakarta juga efektif pada tahapan pembuktian. 
 




 Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas 
hukum (Recchstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat).  Ini 
berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis 
berdasarkan  pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan 
menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 




 Berbicara tentang hukum khususnya hukum pidana, tidak bisa lepas dari 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 
ketentuan pidana di luar KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP dijelaskan tentang 
peraturan umum hukum pidana, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat 
dianggap sebagai suatu tindak pidana dan sebagainya, sedangkan dalam KUHAP 
dijelaskan bagaimana tata cara untuk menegakkan peraturan dalam KUHP itu. 
 Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum 
pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan 
yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu 
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus berindak guna mencapai tujuan negara 
dengan mengadakan hukum pidana.
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Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki 
peranan penting dalam negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai 
                                                             
1  Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1. 
2  Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-3. 
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dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas 
melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri 
untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP 
maupun di luar KUHP. 
Melalui kewenangan yang dimiliki Polri, dalam pelaksanaannya Polri juga 
harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan supaya tidak 
terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang, atau 
melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan tersangka dan juga 
merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum. 
Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan 
penyidikan. Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah 
diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan 
paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan 
tindak pidana.
3
 Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan 
pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Dalam 
tindak pidana narkotika, obat-obat yang digunakan dengan tidak berdasarkan pada 
resep dokter atau petunjuk pengguna oleh apoteker dapat dijadikan barang bukti 
oleh penyidik sebagi bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh penuntut jaksa 
penuntut umum.  
                                                             
3  L & J Law Firm, 2009, Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara, Jakarta: Forum 
Sahabat, hal. 24. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.
4
 Metode 
pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam 
mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha 
mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai 
dengan kenyataan yang hidup di masyarakat.
5
  Data penelitian diperoleh melalui 
penelitian di Polresta Surakarta. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara. Metode analisa data penelitian ini menggunakan metode analisis 
kualitatif.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian dalam 
Tindak Pidana Narkotika di Polresta Surakarta 
Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan opsporing, dan 
investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut De Pinto, 
menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang 
untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan 




Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan definisi tentang penyidikan 
sebagai berikut :  
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
                                                             
4  Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
hal. 25. 
5  Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 
Mandar Maju, hal. 60-61. 
6  Hamid Hamrat dkk, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: 
Sinar Grafika, hal. 28. 
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dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya” 
 
Berdasarkan isi dari Pasal 1 butir 2 tersebut, tugas utama dari penyidik 
adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.
 7
 
Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal 
yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, 
barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, 
barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu 
putusan. 
Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan 
sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan 
penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari 
seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang 
dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-
undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum 
(wederechtrlyk). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh 
atau disimpan di bawah kekuasaanya.” 8 
 
Ipda. Warsino, S.H. Selaku penyidik pada Polresta Surakarta menjelaskan 
bahwa penyitaan barang bukti tindak pidana termasuk juga pada tindak pidana 
narkotika dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk penyitaan, yaitu :
9
 Pertama, 
Penyitaan biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, (a) 
Mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri, (b) Menunjukkan identitas penyidik, 
                                                             
7  Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan , 
Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11. 
8  M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 
dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 261.  
9  Ipda. Warsino, Penyidik Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 14 Januari 
2015, pukul 10:00 WIB. 
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(c) Memperlihatkan benda yang akan disita, (d) Membuat berita acara penyitaan 
dan turunan berita acara penyitaan, (e) Membungkus benda sitaan.  
Kedua, penyitaan dalam keadaan mendesak yang dilakukan dengan 
ketentuan cara sebagai berikut, (a) Penyidik dapat menyita barang bukti tanpa 
surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, (b)  Penyitaan hanya terbatas pada benda 
bergerak, (c) Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. 
Ketiga, penyitaan tertangkap tangan. Tahapan penyitaan pada saat 
tersangka tertangkap tangan menggunakan tahapan penyitaan dalam keadaan 
mendesak. Hal ini dikarenakan pada saat menangkap tersangka, penyidik tidak 
dimungkinkan untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan 
Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita.  
Keempat, penyitaan surat atau tulisan lain. Penyidik dalam melakukan 
penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda 
telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang memberi kewenangan 
kepada penyidik untuk menyita benda sitaan tersebut untuk dijadikan barang 
bukti. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut 
undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia 
negara, dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua 
Pengadilan Negeri setempat. Namun jika mereka yang berkewajiban menurut 
undang-uundang untuk merahasiakannya setuju dilakukan penyitaan maka tidak 
perlu izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
Objek utama tindak pidana narkotika yang sangat mudah untuk 
dihilangkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, maka penyidik 
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Polresta Surakarta cenderung menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. 
Berikut ini adalah langkah-langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik 
kepolisian resort surakarta dalam menyita barang bukti tindak pidana narkotika:
10
 
Pertama, dilakukan Dengan Surat Perintah Penyitaan Dari Kepala Satuan Reserse 
Narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba memberikan surat perintah penyitaan 
kepada penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan penyitaan 
barang bukti tindak pidana narkotika. Sehingga hanya penyidik dan atau penyidik 
pembantu yang menerima surat perintah yang berwenang untuk melakukan 
penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika. Isi dari surat perintah 
penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yang 
diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, melakukan pembungkusan 
ataupun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang 
disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang 
bukti yang disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan. 
Dalam melakukan penyitaan, penyidik Polresta Surakarta juga menghadirkan 
kepala lingkungan tempat penyitaan dilakukan. Kepala lingkungan yang 
dihadirkan bisa Kepala Desa, Ketua RW atau Ketua RT.   
Kedua, segera membuat berita acara penyitaan. Setelah melakukan 
penyitaan yang didasari adanya surat perintah pelaksanaan penyitaan barang 
bukti, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan 
tersebut akan dibacakan dan ditandatangani oleh orang dimana barang yang disita 
tersebut berasal yang disaksikan oleh dua orang saksi. Berita acara penyitaan ini 
                                                             
10  Ipda. Warsino, Penyidik Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 14 Januari 




bertujuan sebagai bukti, bahwa penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti 
pada tindak pidana narkotika telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan 
yang ada. Karena orang darimana benda yang disita tersebut dapat menolak 
menandatangani jika merasa penyidik melakukan perbuatan yang dianggap tidak 
sesuai peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau orang yang menguasai barang 
bukti tersebut menandatanganinya, hal itu menunjukkan bahwa prosedur 
penyitaan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai. 
Ketiga, meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah 
proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan, dan berita acara penyitaan telah 
disetujui dan ditandatangani oleh pemilik atau penguasa barang. Penyidik 
diwajibkan segera meminta surat persetujuan penyitaan barang bukti kepada 
Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting 
maknanya dalam proses penyitaan barang bukti. Hal ini karena apabila penyitaan 
yang dilakukan tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan 
tersebut dianggap tidak sah dan barang bukti yang disita tidak dapat diajukan 
dalam proses pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan 
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dalam melakukan penyitaan 
barang bukti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam proses 
penyitaan barang bukti, penyidik reserse narkoba polresta surakarta selalu sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Ketua 
Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan penyitaan.  
Keempat, melakukan penimbangan barang bukti. Barang bukti tindak 
pidana narkotika yang telah disita oleh penyidik, kemudian ditimbang untuk 
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diketahui berapa beratnya. Hal ini juga sangat penting perannya dalam tahapan 
penyidikan dan pembuktian. Apakah tersangka hanyalah pemakai, pengedar 
ataupun bandar narkoba.  
Kelima, membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya 
dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga 
harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga 
saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita 
acara  penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga 
berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata 
cara yang dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik 
kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti. Apabila tersangka sudah 
setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka 
tersangka harus menanda tangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun 
jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan 
barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak 
menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat. 
Keenam, membungkus dan  menyegel barang bukti. Setelah barang bukti 
tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk 
membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang 




Ketujuh, membuat berita acara pembungkusan dan  penyegelan barang 
bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti 
proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan 
yang isinya tentang barang bukti apa saja yang dibungkus dan atau disegel serta 
tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara 
pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini kemudian ditanda tangani 
oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana. 
Kedelapan, meminta penetapan status barang bukti kepada Kepala 
Kejaksaan Negeri. Dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, 
terdapat kekhususan yaitu penyidik harus meminta penetapan status barang bukti 
kepada kepala kejaksaan negeri. Penetapan status barang bukti tersebut berisikan 
tentang apa yang harus dilakukan penyidik terhadap barang bukti tindak pidana 
yang telah disita apakah akan dimusnahkan ataupun dimanfaatkan. Hal ini 
tercantum dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, barang bukti tindak pidana narkotika 
yang berupa narkotika dalam jumlah yang banyak lebih sering akan dimusnahkan. 
Hal ini dikarenakan sifat narkotika yang sangat berbahaya dan supaya barang 
bukti yang telah disita tidak disalahgunakan. Barang bukti yang bukan merupakan 
objek tindak pidana narkotika, akan disimpan di bagian tahanan dan barang bukti 
polresta surakarta. Barang bukti yang dititipkan di bagian tahanan dan barang 
bukti ini merupakan barang yang mendukung dilakukannya tindak pidana ataupun 
hasil dari tindak pidana tersebut. 
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Atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polresta 
Surakarta tentang proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika. 
Penulis menilai bahwa proses penyitaan barang bukti yang telah dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana narkotika Polresta Surakarta telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan pada saat penyidik 
meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri 
selalu memberikan persetujuan atas penyitaan barang bukti tindak pidana 
narkotika yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika di Polresta 
Surakarta. 
Benda Yang Dapat Dijadikan Barang Bukti Dan Dapat Dilakukan Penyitaan 
Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika 
 Pengertian barang bukti erat sekali kaitannya dengan benda sitaan karena 
benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat 
penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang 
pengadilan. Istilah barang bukti baik dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” 
baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene 
Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang 
bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti 





Barang bukti dalam perkara pidana yaitu mengenai mana delik dilakukan 
(obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk 
                                                             
11  SM. Amin, 2001, Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta: Pradya Paramita, hal. 98. 
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menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang 
negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi 
tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.
12
 
Dalam tindak pidana narkotika, yang menjadi objek tindak pidana adalah 
narkotika itu sendiri. Akan tetapi yang dapat menjadi barang bukti dalam tindak 
pidana narkotika tidak hanya terbatas pada narkotika saja. Benda lain yang diduga 
sebagai pendukung tindak pidana narkotika atau hasil dari telah dilakukannya 
tindak pidana narkotika. Ipda. Warsino, S.H. Selaku penyidik pada Polresta 
Surakarta menjelaskan bahwa benda yang dapat dilakukan penyitaan oleh 
penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika yaitu:
13
 Pertama, narkotika yang 
diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sesuai dengan jenis tindak 
pidananya yaitu tindak pidana narkotika, yang menjadi objek utama dalam 
penyitaan tindak pidana narkotika adalah narkotika yang disalahgunakan atau 
ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh yang tidak berwenang. 
Kedua, barang bukti yang bukan narkotika. Tidak hanya terbatas pada 
narkotika semata, barang bukti pada tindak pidana narkotika juga dapat diluar 
narkotika itu sendiri. Namun barang bukti yang diluar narkotika sebagai objek 
utama tindak pidana narkotika tentunya harus memiliki hubungan dengan tindak 
pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana narkotika. Benda 
diluar narkotika yang dapat dijadikan barang bukti pada tindak pidana narkotika 
yaitu: (a) Alat bantu penggunaan narkotika. Dalam menggunakan ataupun 
mengkonsumsi narkotika, pasti dibutuhkan alat bantu untuk mengkonsumsi 
                                                             
12  Andi Hamzah, 2006, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia, hal. 100. 
13
  Ipda. Warsino, Penyidik Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 14 Januari 
2015, pukul 10:00 WIB.   
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narkotika. Alat bantu untuk mengkonsumsi narkotika yang ditemukan, dapat 
digunakan sebagai barang bukti dan dapat disita oleh penyidik. (b) Handphone 
yang digunakan tersangka. Handphone atau telefon genggam merupakan alat 
komunikasi yang dimiliki hampir oleh setiap orang. Pada tindak pidana narkotika, 
hampir semua transaksi dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan sangat 
rapi. Sangat sulit bagi orang awam untuk mendapatkan informasi tentang 
narkotika. Handphone digunakan oleh tersangka tindak pidana narkotika sebagai 
sarana komunikasi satu sama lain. Sebagai sarana antara pengedar dengan 
pengedar maupun pengedar dengan pengguna narkotika. (c) Kendaraan yang 
digunakan tersangka. Kendaraan yang digunakan tersangka juga dapat dijadikan 
barang bukti pada tindak pidana narkotika, apabila kendaraan tersebut digunakan 
sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya sepeda motor 
yang sering digunakan untuk mengedarkan narkotika dan ditemukan narkotika di 
bawah jok sepeda motor tersebut. Maka sepeda motor tersebut dapat dijadikan 
barang bukti tindak pidana narkotika. (d) Uang milik tersangka. Uang milik 
tersangka yang merupakan hasil dari tindak pidana narkotika juga dapat disita 
oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian. 
Atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polresta 
Surakarta tentang proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika. 
Penulis menilai bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik kepolisian sudah 
sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu objek tindak pidana tindak pidana 
narkotika, benda yang dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana narkotika, 
dan hasil dari tindak pidana narkotika. Benda yang disita dan kemudian dijadikan 
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barang bukti oleh penyidik tindak pidana narkotika di Polresta Surakarta juga 
dapat dibilang efektif untuk menjerat dan membuktikan tindak pidana narkotika 
yang dilakukan oleh tersangka. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan 
oleh penulis mengenai  proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik 
kepolisian pada tindak pidana narkotika di Polresta Surakarta yang telah diuraikan 
diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 
proses pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian dalam tindak 
pidana narkotika di Polresta Surakarta. Penyitaan barang bukti tindak pidana 
narkotika yang dapat dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta dapat dibagi 
menjadi 4 (empat) macam bentuk penyitaan, yaitu : (a) Penyitaan biasa, (b) 
Penyitaan dalam keadaan mendesak, (c) Penyitaan tertangkap tangan (d) 
Penyitaan surat atau tulisan lain. Namun karena objek utama tindak pidana 
narkotika yaitu narkotika dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan bahkan 
dimusnahkan oleh tersangka, dalam praktiknya penyidik Polresta Surakarta lebih 
sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Penyitaan barang bukti 
tindak pidana narkotika yang dilakukan penyidik Polresta Surakarta selama ini 
telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan selalu ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh 
orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, 
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penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari 
Ketua Pengadilan Negeri. 
Kedua, benda yang dapat dijadikan barang bukti dan dapat dilakukan 
penyitaan oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika. Benda yang 
dapat dijadikan barang bukti tindak pidana adalah benda yang memiliki hubungan 
dengan tindak pidana tersebut. Pada tindak pidana narkotika, objek utama yang 
dapat menjadi barang bukti adalah narkotika yang dijelaskan pada Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain narkotika, benda lain 
yang dapat disita dan dijadikan barang bukti adalah benda yang digunakan sebagai 
sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika dan benda yang merupakan hasil 
tindak pidana narkotika. Penyidik Polresta Surakarta dapat dikatakan berhasil 
dalam menentukan barang bukti yang disita, hal ini dapat dinilai dari efektifitas 
barang bukti yang disita oleh penyidik Polresta Surakarta pada tahapan 
pembuktian. 
Saran 
Pertama, saran ditujukan kepada Polresta Surakarta. Dalam hal penyitaan 
barang bukti tindak pidana narkotika, penyidik Polresta Surakarta perlu 
mempelajari cara tersangka untuk menyembunyikan atau memusnahkan barang 
bukti tindak pidana narkotika sehingga penyidik bisa mendapatkan barang bukti 
yang maksimal untuk kepentingan pembuktian. 
Kedua, saran untuk masyarakat umum. Seluruh lapisan masyarakat 
diharapkan untuk tidak membantu tersangka tindak pidana narkotika untuk 
menyembunyikan barang bukti tindak pidana narkotika. Sehingga proses 
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